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Menimbang 

~ngingat 

PERATIJRAN MENfERI KESB-IATAN HEPUBLIK INOONESIA 

N:MJR : 441/MEN, KES/PER/XI/1980 

TENTAN:; 

PEMBATASAN PENGGUN.l\AN TENl\GA KESI.HATAN WARGA 

NEGARA ASIM; PADA UNIT KESB-JATAN DI nmNESIA 

. MENJERI I\"ESEHAT.'\N REPUBLIK INOONFSIA, 

a. · bahwa Lembaga Pendidikan Keseh.a tan di Indonesia telah ffiampu menghasilkan 
sebagian besar tenaga ke:iieha t:m yang dibutuhkan oleh tmi t Keseha tan di 
Indonesia; 

b. bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Nasional, clan sesuai dengan Kepu­
tusan Presiden No, 23 Tf.!h n . .1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Ker­

ja Warga Negara Asing, pe-r·lu r !('mbatasi penggunaan tenaga kesehatan Warga 
Negara Asing pada unit keseha~r..:an , baik yang diselenggarakan oleh Badan Pe­

merintah, Ba.dim Swasta, m.aq.;_m lairmya di Indonesia; 

c. bahwa pemba tasan yang difnaks.ud dalam huruf b perlu diatur dengan Peraturan 

Men teri Ke seh .. 'l tan Republ -Lk Tr:c.ones i a. 

1. Ondang-undang }b. 3 TJ.h•J.'1 ·; ::s :: ten t ang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran 
Negara Tahtm US8 I'b. 8) ; 

2. Undang-tmdang lb. 9 Tahun 19~·tl tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lernhal911 
Negara Tahun 1960 .NJ. 13.i , '•'anbahan Lembaran ~gara fu. 2068); 

3. Undang-undang l'b. 6 Tahun 1963 t entang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 

Tahtm 1963 N>·. 79, Tambahan Lernbaran ~gax:a No. 2576); 

4. Undang-tmdaJlt rb. 1 Tahw1 1967 tentang Penanaman ~bdal Asing (Lerrbaran 

Negara _Tahllfl 1967 1'b. 1, Tambahan Lembaran Negara J\b, 2818) jo Undang­
tmdang NJ 0 ~1 Tahun 1970 t entaI1g Perubahan clan Tambahan Undang-tmd:mg . 

lb. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman ~bdal Asing (Lembaran Negara Tahtm 

1970 i\b. 46 1 Tambahan Lembaran Ne&ara NJ. 2943); 

s. Und.ang-tm~ NJ. 6 Talum 1968 t en t.ang Penanaman llidal Ihlam Negeri 

(Lembaran ~~ara Tahlm 1968 No . 33, Tambahan Lembaran Negara N:> • . 2853) 

jo Undang .. undang i\b. 12 Talmn 1970 tenta.ng Perubahan clan Tambahan Undang-

t.mdang .lb. 6 Tahtm 1968 tenta.ng Pe~ M:>dal Dalam Negeri (Lembaran 

Negara Ta.bun 1970 NJ. 47, Tambahan Lenfaran Negara rb. 2944); 

-6. Undang-tmdang ••••• 
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·6. Undang-undang l'b. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanwketentuan Pokok 
~ngenai Tenaga Kerja (Lenbaran Negara Tahun 1969 rh. SS, Tanbahan 
Lembaran Negara NJ. 2912); 

7. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah 
dan :Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan dokter/dokter gigi/apo-

teker (Lenbaran Negara Tahun 1964 N:>. 98, Tambahan Lembaran Negara 
NJ. 2691); 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 ten­

tang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen; 

9. Peratura11 Menteri Kesehatan Republik Indonesia r-h. 118/Men,Kes./ 
Per/V/1976 tanggal 20 Mei 1976 tentang Penyesuaian Pengetahuan 
Tenaga Kesehatan Sarjana Warga Negara Indonesia didikan Luar Negeri 
untuk melakukan pekerjaan di Indonesia. 

1. Keptitusan Menteri Kesehatan Republi.k Indonesia NJ • . 965/B/Per/67 

tentang Larangan terhadap dokter/dokter gigi/apoteker Warga Negara 

Asing/Stateless untuk menjalank:an praktek partikelir; 

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NJ,Kepw96/78 -ten­

tang Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Penda­
tang pada Sektor Kesehatan Sub Sektor Pengawasan Obat dan Ma.kanan. 

MEMUTUSKAN: 

PERATIJRAN MENI'ERI KESIHATAN REPUBLIK INOONESIA 1ENI'AM:; PEMBATA5AN 

PENGGUNAAN TENAGA KESFRATAN WARGA NEGARA ASING PADA UNIT KESIHATAN 

DI INOONESIA. 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal i 
Yang dimaksud da.iam Peraturan Menteri ini dengan 

rt• Tenaga kesehatall adalah dokter umum; dokter spes:i.al:Ls, ddkter 

gigi, apoteker clan tenaga para medis; 

b, Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah tenaga, kesehatan yang 
bukan Warga Negara Indonesia; 

c. Unit ••••• 
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c. Unit Kesehatan adalah sara.ha kerja bidar1g kesehat2119 yang melakukan pelayanan 
medis !angst.mg mauptm. tidak langstmg (pemrnj ang med.is) , baik kepada unun ma.upun 

terbatas kepada karyawan sendiri, dengan pembayaran a tau tanpa menumgut bayaran 

seperti fUSKESMi\S, RSU, Ri!mah Sakit Khusus, Balai Pengobattm, BKIA, Laboratoriun, 

Pabrik Fannasi, Peclaga.."'lg Besar Fannasi, Aootik dan sarana pelayanan medis lainnya 

yang ditetapkan Me..ntori; 

d. Badan adalah Badan Pemerintah Indonesia, Bad.c;.n .Swasta maupun Badan Usaha .Asing 
di Indonesia; 

e. Badan Pemerintah Indonesia adalah Departemen-departemen, tennasuk .ABRI, Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara, Lanbaga Negara Non Departemen, Perusahaan Negara, Per­
usahaan Jawatan (PER.JAN), Perusahaan Um.nn (PERUM), Perseroan Terbatas yang se­

lunih atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara; 

·f. Kantor Wilayah adaiah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 

g. Menteri adalah !·~ntcri Kesehatan Republik Indonesia. 

BAE II 

LAR A NGAN 

Pasal i 
(1) Sertllti Unit Kesehatan di Indonesia, baik yang berdiri sendiri mupun yang merupa 

kan bagiah dari sua tu Badan a tau yang bemating · di · baW<lh sa tu. Badan, dilarang 

menggunakan tenaga kesehatan Warga_Negara Asing, sebelum mendapat perset:ujuan 

dari Menteri atau pejabat -yang dittm.juknya. ---- -(2) Persetujuan. Menteri tm.tuk menpekerjakan tenaga kesehatan Warga l'egara Asing ke• 

pada Un.it Kesehatan seperti dimaksud ayat (1), teru.tama. tenaga spesialis dapat 
diberikan untuk daerah-daerah tertentu yang memerlukari, setelah mendapat reko• 
rnendasi Menteri Tenaga Kerja tm.tuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tah\m dan 

selama-lamanya S (lima) tahtm.. 

(3) Persetujuan cl:imaksud bila telah diperolehnya dari Menteri tmtuk waktu seperti 

ditetapkan dalam ayat (2) setiap tahtm. perlu diperbaharui oleh yang bernngkut 
an melalui Kepala Kantor Wilayah di wilayah tenaga Kesehatan Warga Negara Asin 

tersebut dipergunakan. 

BAn III ••t•. 
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BAB III 

TATA CARA 

Pasal 3 

(1) Unit Kesehatan atau Baden yru1g rnempunyai Un~t Kesehata~ yang akan menggunakan 

tenaga kesehatan Warga Negara Asing, harus mengajul<an pennohonan tertulis ke• 
pada Menteri, berdasarkail pedoJTlan yang diteta!Jkar1 oleh Menteri c.q. n:i.rektur 
Jenderal Pelayanm1 Kesehatan. 

(2) Pennohonan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1), harus disertai lSJ'llpiran seba­
gai berikut : 

a. Riwayat hidup tenaga kesehatan Warga Negara Asing yang bersangkutan; 

b. Ijazah tenaga kesehatan Warga Negara Asing yang bersangkutan yang telah 
disahkan oleh Menteri Pendidikan clan Kebudayaan Republik Indonesia untulc 
Akademis dan oleh ~nteri untuk non Akademis; 

c. Surat pernyataan tertulis di atas kertas benneterai yang n\enyatakan 

1. Sebelum menjalankan pekerjaan !:el:aQai tenaga keseM.tan di Imonesia 
yang bersangkuta.11 bersedia teriebih dahhlli ata.s biaya sendiri atau 

Badan yang mendatangkannya mtuk mengikuti program penyesuaian melahr• 

kan pekerjaari sebagai tenaga kesehatan di Indonesia pada salah satu 
Lembaga yang ditunju.1< oleh Menteri yang lamariya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang herlaku; 

2. Selama menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di Indonesia, yang 

bersangkutan akan mematuhi semua kete:1tuan peraturan perundimgtundangan 

Indonesia~ tcnnasu.1< ketentuan yang melarang tenaga Kesehatan Warga Negara 

Asing, baik yang bekerja pada Badan Pemerintah mauptm Badci.n ~ta untuk 

melakukan at.:i.u rrienjalankan praktek swasta perorangan. 

d. Salinan rekomendasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

6-a.~ 
(1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang dimaksud da.la11 Pasal 3 ayat (1) baru die 

perkenankan date.mg ke Indonesia setelah diperoleh persetujuan tertulis dari Melle 
teri. 

Pasal S 

(1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang dimaksud dal&11 Pasal 3, baru diperkenankru 

melakukan pekerjaan, setelah mendapat surat persetujuan melakukan tugas pl"'Ofosinya .,... ~ 
di Indonesia dari Menteri dan surat ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja clan Trans• 

migrasi. - --- -
(2) Persetujuan, •••• 
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(2) Persetujuah tu1tuk mcnjala11.kan pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku 

untuk waktu s esuai <lengan ijin kerja yanr.,. djkelua.rkan oleh Menteri Tenaga Kerja 

dan Transnigrasi. 

(3) Persetujua....-1 tersebut pada ayat (2) setelah habis waktunya, dapat diperpanjang. 

(4) Perpanjangan perset uju821 ya.71.g di11aksud d3.lam ayat (3) dapat dilakukan sebanyak 

1 (satu) kali dalam batas maks:L-nal. 

(5) Dalam hal tenaga Indonesia belum dap,1.t rnenggantikannya, :11aka perpanjangan per­

setujuan tersebut ayat (4) aka.11 dipertimban~kan secara khusus oleh ~nteri. 

BAB IV 

PELAYANAN KESE-JATAN PJ\DA PERUSJ\HAAN­

PERUSABAAN ASING ATAU LEMBAGA ASING 

Pasal 6 

(1) Perusahaan-perusahaan Asing yang beroperas i di Indonesia setelah mendapat perse­

tujuan Menteri dapat mempekerjakan tenaga kesehatan Warga Negara Asing dalam per­

usahaannya. 

(2) Lembaga-lembaga Asing, seperti Lerrlbaga Keagamaan at:c~·.1 Lembaga Pendidikan atau 

Lembaga Penelitian setelah mcndapat persetujuai.1 Menteri dapat mempekerjakan te­

naga kesehatan Warga Negara A.sing pada Iembaga tersebut. 

(3) Tenaga kesehatan Warga ·Negara Asing dimaksud d-'.llmn ayat (1) dan (2) di atas, khu­

sus melayani kesehatan karyawan Asing beserta keluarganya yang bekerja pa.da Per­

usahaan atau Lembaga-lembaga A.sing bersnngkutan. 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini t idak berlaku bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang 

melakukan pelayanan kesehat..m di dalam wilay.::J1 Kedutaan Besar .t\egara Asing (Extra 
,---· 

Territorial), atau ber ada di bawah hulrun negar a yang bersangkutan yang berkedudukan 

di wilayah Indonesia. 

Pasal 8 

Resep yang dikeluarkan oleh dokter Warga Negara Asing di d~lam wilayah Kedutaan Besar 

Negara Asing ·(Ext ra Territorial) J:anya boleh dilayani oleh Apctik, apabila disahkan 

oleh dokter yang memiliki surat i jin prakt-ek setempat. 

BAB V ••••• 
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BAB V 
KE'IBN1UAN PELAKSANAAN 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan nonna-nonna dalarn PeraturaI1 Menteri ini, a.kan ditetap:i<an pe­

tunjuk pelaksanaan teknis oleh Menteri c.q. Dfrektora t Jenderal Pelayanan Ke!:>e­

hatan. 

B.AB VI 

S A N K S I 
Pasal 10 

Unit Kesehatan atau Badan yang memiliki Unit Kesehata.11 yang manpekerjakan tenaga 

Kesehatan Warga Negara As:ing tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertul is 

dari Menteri, selain dikenakan tL11dakan administratip berupa pencabutan persetuju­

an men)alankan usaha kesehatan, dapat juga dikenakan ketentuan hukun berdasarkan 

pasal 9 Undang-u.11dang !>b. 3 Tai~un 1957 tentc.ng Penempa tan Tenaga Asing (Lembaran 

Negara Tahun 1957 N:>. 8) dan peraturan perundang-undang&'1 lainnya yang berlaku. 

BAB VII 

KETENI'UAN IJ\.IN 

Pasa.l 11 

(1) Kepada Unit Kesehatan dan a tau Badan yang meniliki Uni t Kesehatan pada saat 

keluar Peraturan ini, da..11 telah menggt.makan t enaga kesehatan Warga Negara Asinf 

tanpa persetujuan tertulis dari. Menteri, diberikan tenggang waktu selambat­

lambatnya 1 (satu) tahun terh:it,mg dari tanggal berlakunya I'eraturan ini, l.Ill­

tuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan <la.lam Peraturan ini. 

(2) Apabila dala..':1 ja.'1gka tenggang waktu yang dimaksud dalrun ayat (1), unit kesehat· 

an dan a ta.u Ba.clan yang memil iki unit keseha tan yang bersangkutan, tidak P.1emenu· 

hi ketentum1 yang dimaksud dalam Peraturan ini akan dikenakan ketentuan yru ~ .. '. 

dimaksud dalam Pasal 10. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 12 

(1) Kepada Sekrctaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal ·Pelayanan Ke 

sehatan, Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal 

Pencegahan dan Pemberantasan Pel).yakit Menulo.r, Direktur Jcnderal f'2r-.g c: ~,'"'.s~11 

Cbat dan i1akaruL."'"'., Kep::t1a Baclm P2nclitian dan Pengem})0nr,o.n Kesehr..:~-...,. , r :.-;_::~.-:t 

Pusat Pendidi,kan dan L~tihan Kepegawai:m T(esehatan, da!l J'; •"\,..r::r l;':". 7.r:.y:l.h Gi.lJe:-i 

wewenang l.Illtuk m lakukan pengawasan terhadap pelaksc:.J1c1,::n. k~~tent11.1:·i :··,_n.g c.:.:.: ­
tapkan dalam Peraturan ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing .. masing. 

r""}'\ n ___ .._ __ _ 
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(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanr.;gal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera­

turan Henteri ini <la.lam Berita Negarn n.epublik Indonesic:i. 

Di te tapkan di 

Pada ta.ngg:i.1 

JAKARTA 

14 ~pember 1980 

LI~INOONESIA, 
,/-' 

<:;:../ 

" 

tJANINGRAT ) 

·BERITA NEGARA REPUBL IK INDONESIA ~O'R1R 93 TAHUI>.J 1930 


